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BUPATI  REMBANG 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR  5  TAHUN  2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 
berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3988) ; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
24); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 59); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
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Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 61); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 

72);  

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2006/6TAHUN2006PP.htm
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31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 

81); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2013 Nomor 1) 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2013 Nomor 1) 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

dan 

BUPATI REMBANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN   DAERAH TENTANG  PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG 

TAHUN ANGGARAN 2013 

 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah   
 a. Semula Rp.1.108.077.978.224,00  

 b. Bertambah Rp.     14.921.362.972,00  

    Jumlah Pendapatan setelah  
   perubahan  

 
Rp.1.122.999.341.196,00 

   

 

 

  2.  Belanja Daerah   

 a. Semula Rp. 1.121.777.868.224,00  
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 b. Bertambah Rp.      63.567.989.185,00  

 Jumlah Belanja setelah 
perubahan 

 
Rp.1.185.345.857.409,00 

    

  Defisit           (Rp.    62.346.516.213,00) 
   

3. Pembiayaan Daerah    
 a. Penerimaan   
 1). Semula Rp.     18.954.890.000,00  

 2). Bertambah Rp.     48.646.626.213,00  
 Jumlah Penerimaan setelah  

perubahan 

 

Rp.  67.601.516.213,00 

  
b. Pengeluaran      

 

 1).  Semula Rp.      5.255.000.000,00  
 2).  Bertambah Rp.                          0,00  
  Jumlah Pengeluaran setelah 

perubahan 

 

Rp.    5.255.000.000,00 
  

Jumlah Pembiayaan Netto setelah 
perubahan 

 

 
Rp.   62.346.516.213,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan. 

 
Rp.                          0,00                           

 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
atas: 

a. Pendapatan Asli Daerah    
 1. Semula Rp.110.867.345.000,00  
 2. Bertambah Rp.  16.265.203.700,00  

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah  setelah 
perubahan 

 
Rp.127.132.548.700,00 

   
b. Dana Perimbangan   

 1. Semula Rp.734.617.850.000,00  
 2. Berkurang     (   Rp.    4.783.686.000,00 ) 
 Jumlah Dana Perimbangan setelah 

perubahan 

 

Rp.729.834.164.000,00 
  

 

 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah   

 1. Semula Rp.262.592.783.224,00  
 2. Bertambah Rp.    3.439.845.272,00  
 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang 

sah setelah perubahan 

 

Rp.266.032.628.496,00 
  

  
(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf a terdiri atas jenis pendapatan: 
a. Pajak daerah   
 1. Semula Rp.   24.002.000.000,00  

 2. Bertambah Rp.     5.740.877.000,00  
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.29.742.877.000,00 

   

(-) 
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b. Retribusi daerah   

 1. Semula Rp.   23.877.796.000,00  
 2. Bertambah Rp.     2.603.399.000,00  

 Jumlah retribusi daerah setelah 
perubahan 

 
Rp.26.481.195.000,00 

 
   

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
 1. Semula Rp.    5.500.105.800,00  
 2. Berkurang    (Rp.     522.671.800,00)  

 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan setelah 

perubahan 

 
 

Rp.  4.977.434.000,00 
   

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah   
 1. Semula Rp.   57.487.443.200,00  
 2. Bertambah Rp.     8.443.599.500,00  

 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah 
yang sah setelah perubahan 

 
Rp.65.931.042.700,00 

  
 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b  terdiri 
atas jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan 

Pajak  

 

 1. Semula Rp 37.573.020.000,00  

 2. Berkurang             ( Rp.   4.783.686.000,00 ) 
 Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil 

Bukan Pajak setelah perubahan 

 

Rp.32.789.334.000,00 
   

b. Dana alokasi umum   

 1. Semula Rp.640.273.360.000,00  
 2. Bertambah                    Rp.                        0,00  

 Jumlah dana alokasi umum setelah 
perubahan 

 
Rp.640.273.360.000,00 

   
c. Dana alokasi khusus   
 1. Semula Rp.56.771.470.000,00  

 2. Bertambah                     Rp.                        0,00  
 Jumlah dana alokasi khusus setelah 

perubahan 

 

Rp.   56.771.470.000,00 
   

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  huruf c terdiri atas jenis pendapatan : 

a. hibah  - 

    
b. dana darurat  - 

  
 

 

c. dana Bagi Hasil Pajak, Pajak dari Provinsi atau 
Pemerintah Daerah Lainnya 

 
 

 1. Semula Rp.  41.653.651.000,00  

 2. Bertambah Rp.    1.658.571.496,00  
 Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan 

Bagi Hasil Lainnya setelah perubahan 

 

Rp. 43.312.222.496,00 
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d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   

 1. Semula Rp.148.729.060.224,00  
 2. Bertambah Rp.    1.771.841.776,00  

 Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
setelah perubahan 

 
Rp.150.500.902.000,00 

 
e. 

 
bantuan Keuangan dari provinsi atau   

pemerintah daerah lainnya   

 

 1. Semula Rp.  72.210.072.000,00  
 2. Bertambah Rp.           9.432.000,00  

 Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau 
dari pemerintah daerah lainnya  setelah 

perubahan 

 
 

Rp. 72.219.504.000,00 
 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 
a. Belanja Tidak Langsung   

 1. Semula Rp.709.626.224.224,00  
 2. Bertambah             Rp.    9.826.517.989,00  

 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah 
perubahan 

 
Rp.719.452.742.213,00 

   
b. Belanja Langsung   
 1. Semula Rp.  412.151.644.000,00  

 2. Bertambah Rp.    53.741.471.196,00  
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.465.893.115.196,00 

 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas jenis belanja : 
a. belanja pegawai   

 1. Semula Rp.627.627.141.224,00  
 2.Bertambah                Rp.    4.830.103.989,00  

 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.632.457.245.213,00 
 

 
b. 

 

 
belanja bunga  

 

 1. Semula Rp.         37.000.000,00  

 2. Bertambah                     Rp.                         0,00  
 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.       37.000.000,00 

  
 

 

c. belanja subsidi   
 1. Semula Rp.       723.000.000,00  
 2. Berkurang                     (Rp.     723.000.000,00)  

 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.                       0,00 
   

d. belanja hibah   
 1. Semula  Rp  40.055.995.000,00  

 2. Bertambah  Rp.   6.970.076.000,00  
 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 47.026.071.000,00 
   

e. belanja bantuan sosial   
 1. Semula Rp    6.342.338.000,00  

 2.Berkurang                 ( Rp.   1.283.287.000,00 ) 
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah  
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perubahan Rp. 5.059.051.000,00 

 
f. 

 
belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan 

Pemerintahan Desa 
 1. Semula Rp.  33.840.750.000,00  

 2. Bertambah                       Rp.       532.625.000,00  
 Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah 

perubahan 

 

Rp. 34.373.375.000,00 
   

g. belanja Tidak Terduga   

 1. Semula Rp    1.000.000.000,00  
 2. Berkurang (Rp.     500.000.000,00)                      

 Jumlah belanja Tidak Terduga setelah 
perubahan 

 
Rp.     500.000.000,00 

 
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas jenis belanja: 

a. belanja pegawai   
 1. Semula Rp. 59.279.640.200,00  

 2. Bertambah Rp.   5.950.894.396,00  
 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.    65.230.534.596,00 

   
b. belanja barang dan jasa   
 1. Semula Rp.168.454.345.470,00  

 2. Bertambah Rp.  36.866.839.800,00  
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah 

perubahan 

Rp.205.321.185.270,00 

   

c. belanja Modal   
 1. Semula Rp.184.417.658.330,00  
 2. Bertambah Rp.  10.923.737.000,00  

 Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp.195.341.395.330,00 

 

 
Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: 
a. penerimaan    
 1. Semula Rp. 18.954.890.000,00  

 2. Bertambah                      Rp. 48.646.626.213,00  
 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 67.601.516.213,00 

  
 

 

b. pengeluaran   
 1. Semula Rp.   5.255.000.000,00  
 2. Bertambah Rp.                        0,00  

 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.5.255.000.000,00 
 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis 
pembiayaan: 

a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 
Tahun Anggaran  sebelumnya sejumlah  

 

 1. Semula Rp. 18.954.890.000,00  

 2. Bertambah                     Rp. 48.646.626.213,00  
 Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) Tahun  Anggaran sebelumnya  setelah 
perubahan 

 

 
Rp.67.601.516.213,00 



 10 

 

b. 

 

pencairan Dana Cadangan sejumlah 

 

- 
 

c. hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang  
dipisahkan sejumlah 

 
- 

 
d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah - 

 
e. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 

sejumlah 
 

- 

 
f. penerimaan Piutang sejumlah - 

 
g. pencairan Deposito sejumlah - 

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 

jenis pembiayaan: 

a. pembentukan dana cadangan sejumlah - 
   

b. penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 
Daerah sejumlah                             

 
 

 1. Semula Rp.  5.200.000.000,00  
 2. Bertambah Rp.                      0,00  
 Jumlah penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah setelah perubahan 
sejumlah                             

 

 
Rp.5.200.000.000,00 

   
c. pembayaran pokok utang sejumlah  

 1. Semula Rp.        55.000.000,00  
 2. Bertambah Rp.                        0,00  
 Jumlah pembayaran pokok utang 

setelah perubahan 

 

Rp.    55.000.000,00 
   

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah - 

 

 
Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2013  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas : 

1. Lampiran I   Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan  
Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; 

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
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6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran ini;  dan 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah. 

 

 

Pasal 6 
 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud  pada Ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 
 

Pasal 7 

 

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun Anggaran 2013. 

 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang.  

 Ditetapkan  di   Rembang 

 pada tanggal  17 Oktober 2013 
 

          BUPATI REMBANG, 

 

ttd 

 

                      H. MOCH. SALIM 
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Diundangkan di Rembang 

pada tanggal  17 Oktober 2013 
 

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 
 

 

ttd 

  

                      HAMZAH FATONI              

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN  2013  NOMOR 5 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

           KEPALA BAGIAN HUKUM  
             SEKRETARIAT DAERAH 

  

 
ttd 

 
         EDDY DJOKO PRASETIJO, SH 

                   Pembina Tingkat I 
          NIP. 19590911 198203 1 015 



 


